
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVlNSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 21 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 8 TAHUN 2014 
TENTANG ALOKASI BAG I HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA DESA 01 KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa daJam rangka memberikan motivasi percepatan 
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, dipandang perlu merevisi ketentuan PasaJ 8 ayat 

(2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daer ah dan Retribusi 

Daerah Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya; 
b . bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alokasi 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

di Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi J awa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentu kan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingk ungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 182, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintab, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006, 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubab terakhir dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya 13 Tahun 2007 
tentang Keuangan Desa; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tabun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tabun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tabun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tabun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 

2011 ten tang Pajak Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH KEPADA D ESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 

ten tang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Kepada Desa di 
Kabupaten Tasikmalaya (Beri ta Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 

8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 
(1) Alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana dimaksud Pasal 7 diberikan kepada Desa setelah target PBB Desa 
tersebut terpenuhi. 

(2) Alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan minggu berikutnya setelah target 

PBB Desa tersebut terpenuhi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalan Beri ta Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAY A, 

NIP. 19611217 198305 1001 

Ditetapkan di Singaparna 

Pada tangal 7. JuJli 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 


